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BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu negara dikatakan sejahtera tak lepas dari peran pemerintah dalam

mengatur sistem baik perekonomian maupun dalam meningkatkan Indeks

Pembangunan Manusianya. Dimana Indeks Pembangunan Manusia ini

memiliki peran penting untuk mengukur dan bersaing dalam kualitas unggul
pada sumber daya manusia dengan negara-negara lainya. Melihat indonesia
berada fliperingkat 111 dari 182 nagara dan indonesia berada jauh dari negara
tetangga yaitu ma}ays{a yang menduduki posisi ke-66 dari 182 negara, ini
adalah menjadi tanggung jawab semua pihak.

Indikator yang menggabungkan a-mtara faktor ekonomi dan non-ekonomi
yang mendefinisikan kesejahteraan secara meluas dari sekedar Indeks
Pembangunan Manusia atau yang sering disebut dengan Human Development
Index(HDI) yang telah diterbitkan oleh United National development

Program( UNDP) pada tahun 1990, memberikan suatu ukuran gabungan tiga

dimensi tentang pembangunan manusia adalah panjang umur dan menjalani
hidup sehat (diukur dari usia harapan hidup), pendidikan (diukur dari tingkat
kemampuan baca tulis orang dewasa dan tingkat pendaftaran di sekolah dasar,
lanjutan dan tinggi) dan memiliki standar hidup yang layak (diukur dari daya
beli/PPP, penghasilan). Indeks tersebut bukanlah suatu ukuran yang

menyeluruh tentang pembangunan manusia, tetapi indeks tersebut mampu



memberikan sudut pandang yang lebih luas dimana menilai kemajuan manusia
dari rumitnya penghasilan dan kesejahteraan itu sendiri.

Tahun 2001 pemerintah menyelenggarakan perubahan yang fundamental
dimana dilaksanakanya otonomi daerah yang tercantum dalam UU Nomor 22
Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang telah direvisi dengan UU Nomor
32 Tahun 2004. Undang-undang di bidang otonomi daerah tersebut tersebut
telah menetapkan pemberian kewengan otonomi dalam wujud otonomi yang

luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerahnya untuk menetapkan

prioritas pembangunan dan mengelola segala  potensi daerah dan

pemberdayaan sumber daya setempat sesuai dengan kepentingan masyarakat.
Dengan berlakunya UU No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
maka daerah otonomi diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua
urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan perdayaan masyarakat yang
bertujuan pada p‘eningkatan kes'ej ahteraan masyarakat. Déngan maksud bahwa
setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur, mengelola dan
melaksanakan pembangunan daerah atas dasar potensi yang dimiliki daerah.
Dengan demikian secara langsung maju tidaknya suatu daerah sangat
ditentukan oleh komponen masyarakat daerah yang bersangkutan dan salah

satu komponen pentingnya adalah pendapatan perkapita daerah dan APBD

dengan pengaturan distribusi anggaranya(Asri ef a/,2013)



Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan provinsi yang menduduki
peringkat kedua nasional dalam Indeks Pembangunan Masyarakat ( IPM ) atau
yang sering disebut Human Development Indeks( HDI) dan kota yang nyaman
huni. Dalam presentenya Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 75,77%.
Akan tetapi hal yang ironis justru tinggkan kemiskinanya juga cukup tinggi
dimana Daerah Istimewa Yogyakarta menduduki peringkat kesepuluh dari
provinsi lain di Indonesia.

Tingkat kemiskinan di Daerah Istimewa Yogyakarta lebih tinggi dari

. tingkat kemiskinan nasional. Meskipun tingkat kemiskinan di Derah Istimewa
Yogyakarta pada periode Maret 2009 — Maret 2013 cenderung mengalami
penurunan. Presentase penduduk miskin pada Maret 2009 sebesar 17,23%
turun menjadi 15,03% pada september. Perkembangan tingkat kemiskinan di

Daerah Istimewa Yogyakarta selengkapnya seperti terlihat pada Gambar 1.1

Gambar 1.1
Presentase Penduduk Miskin di Daerah Yogyakarta Maet 2009 - September
2013 '
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Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang pada
hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan
ekonomi di suatu daerah tergantung pada banyak faktor, salah satunya adalah
kebijakan pemerintah itu sendiri. Kebijakan pemerintah tersebut harus dikenali
dan diidentifikasikan secara tepat supaya pertumbuhan ekonomi dapat tercapai di
suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah dapat diukur dengan melihat laju
pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dan belanja daerah itu

sendiri(Prabowoningtyas, 2011).

Berikut tabel pendapatan dan pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta
tahun 2012 realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Derah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2012: .
Tabel 1.1

Pendapatan Pemerintah, Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah

‘Daerah Istimewa Yogyakarta

Pemerintah Realisasi Pealisasi Surplus/defisit | Rasio
Daerah Pendapatan Belanja Pendapatan
Terhadap
Belanja
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
D.I 2.171.734.31 | 2.053.825.96 | 117.908.35 1.06
Yogyakarta
Kulonprogo 882.568.66 881.690.25 896.41 1.00
Bantul 1.337.570.72 | 1.282.878.38 | 54.692.32 1.04
Gunung kidul | 1.076.502.00 | 1.073.158.31 | 3.343.69 1.00
Sleman 1.589.722.97 | 1.421.401.17 | 168.321.80 112
Kota 1.158.134.80 | 1.023.949.92 | 1.34.184.88 1.13
Yogyakarta

Sumber: statistik keuangan Daerah Tahun 2012-2013




Dari tabel tersebut dapat diamati bahwa rasio pendapatan/penerimaan
daerah terhadap belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta, pemerintah Kabupaten/Kota sedaerah mengalami surplus anggaran.
Hal ini berarti bahwa realisasi pendapatan yang diperoleh pada tahun 2012 sudah
dapat mencakupi kebutuhan belanja daerah. Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta pada Tahun 2012 memperoleh pendapatan penerimaan sebesar 2.17
triliyun dengan hal pembelanjaan mencapai besaran 2.05 triliyun rupiah. Dengan
demikian pada tahun 2012 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami

surplus keuangan sebesar 117.91 milyar rupiah.

‘Pada tahun 2012, pemerintah kabupaten/kota pemerintah kabupaten
sleman merupakan kabupaten yang memperoleh pendapatan/peneriamaan
keuangan terbesar diéntara kabupaten/kota lainya di Daerah Istimewa Yogyakarta
yaitu mencapai 1.59 triliyun rupiah. Denagn belanja sebesar 1.42 triliun rupiah

membuat kabupaten ini mengalami surplus anggaran sebesar 168.32 miliyar

rupiah pada tahun 2012.

Realisasi pendapatan/penerimaan daerah kabupaten/kota tahun 2012 yang
terendah diterima oleh kabupaten kulonprogo yaitu sebesar 882.59 milyar rupiah.
Pada tahun tersebut kabupaten kulonprogo menggunakan anggran sebesar 881.69

milyar sehingga mengalami surplus sebesar 896.41 juta rupiah

Dari fenomena yang ada dengan data konkrit tersebut perlu ada penelitian
lebih lanjut, dikarenakan meskipun Indeks Pembanguna Manusia dengan faktor

pendapatan perkapita dan belanja daerah tersebut sesuai dengan UU no 33 Tahun



2004 akan tetapi jumlah kemiskinanya juga tinggi di Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk
mengadakan penelitian lebih lanjut, yang dituangkan dalam bentuk usulan
penelitian dengan judul “ Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks

Pembangunan Manusia Di Daerah Istimewa Yogyakarta”

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah divaraikan diatas, maka peneliti
rqerumuskan masalah sebagai berikut:.
1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan
Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bagaimana pengaruh Jumlah- Garis Kemiskinan terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Derah Istimewa Yogyakarta.
C. Tujuan Penelitian |
Adapun tujuan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk menganalisis pengaruh Produk Domestik Bruto terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks
Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Untuk menganalisis pengaruh Jumlah Garis Kemiskinan terhadap Indeks

Pembangunan Manusia di Derah Istimewa Yogyakarta.



D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian tersebut adalah :
1. Bagi Penulis.

Menambah khasanah keilmuan serta sumber pustaka (referensi) dalam

bidang pengembangan Indeks Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa

Yogyakarta.

2. Bagi Pemerintah.

a. Sebagai bahan masukan bagi para pengambil keputusan untuk

merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan Indeks Pembangunan
Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Kota

Yogyakarta dalam menganalisis Indeks Pembangunan manusia dan
Belanja pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta,

3. Bagi Fembaca.

Sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-

penelitian selanjutnya tentang analisis faktor yang mempengaruhi Indeks

Pembangunan Manusia di Daerah Istimewa Yogyakarta.



